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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat
(6) pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahr;r: 2Ol5
tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O

Tahun 2Al4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana
Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2Ot7 .

Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO2

Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (kmbaran Negara Tahun 2OA2

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);
Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20ll
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OLl Nomor
82, Tarl"ltbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OL4

Tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

c

3.

4.
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2Ol4 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
Peraturan Pemerintah Republik Ind.onesia Nomor 43 Tahun
2Ol4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2AA Tentang Desa, Sebagaimana Telah
Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 tah;un 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OL4
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Al4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57171;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2OL4 Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O

Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran
Negara Republik Indorresia tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
586a);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2OL4 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
zOe3l;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
l l4Tahun 2Ol4 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
209a};
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2OLS Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 158);

1O. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengumsan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201"5 Nomor 2961;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2A1,6 Tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor );

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49|PMK.A7 /2AL6 Tentang Tata Cara Pengalokasian,

6.

7.

8.

9.
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Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
a7$;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OL7;

14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Tahun 2OL6
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2077.

MEUUTUSKAN

PERATI'RAIY BI'PATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAITT,
PEIIETAPAIT RIIICIAI| DAII PEIT(N}I'NAAT{ DATIA DESA
ITABI'PATTIT BARITO TIIf,I'R TAIIIflT AITGGARAIT 2OI7.

BAB I
XEIENTUAIT T'luUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hulmm yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengu.rus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat;

7. JumlahDesa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
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Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ya::g selanjutnya

dising!<at APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;

IO.SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaihr
merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran Eulggaran selama satu periode anggaran;

1 1. SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berjalan, yaitu selisih antara Surplus/Defisit denggan
pembiayaan netto;

l2.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan
diterima oleh setiap desa, yang besaran perhitungannya
dengan cara 9Oo/o (sembrlan puluh persen) dari anggaran
Dana Desa yang diterima Kabupaten Barito Timur dibagi
dengan jumlah Desa di Kabupaten Barito Timur.

l3.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa di
kabupaten Barito Timur.

BAB II
PENETAPAIY RINCIAN DAIVA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Timur ini menetapkan Rincian Dana
Desa untrrk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 2Al7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito
Timu/Tahun Anggaran 2Ol7 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan

Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan
Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Barito
Timur.
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Pasal 4

Alokasi dasar tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar tiap Kabupaten
dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan Data Jumlah Penduduk,
Angka Kemiskinan, Luas Wilayah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah di Bidang Statistrk.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula padasetiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut :

V=11O,25fl U+lO,g5fl2l+{O,1OxZ3l+lO,30lfAttr{DDKab-ADKabl
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Zl =rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa Kabupaten R.rlang Pisau yang
bersangkutan

22 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau yang
bersangkutan

ZJ = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa
Kabupaten Rrlang Pisau yang bersangtmtan

24 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten
Pulang Pisau yang bersangkutan.

DD Kab = Pagu Dana Desa Kabupaten
AD Kab = Alokasi Dasar untuk setiap Kabupaten

Pasal 7

Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan
Indeks Kesulitan Geogralis Desasebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf bdisusun berdasarkan data dari Kementerian
yang berwenang dan/atau lernbaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang statistik.

BAB III
PTIYYALURAIT DAITA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa
pemindahbukuan dari Rekening
Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening

dilakukan melalui
Kas Umum Daerah ke

Kas Umum Daerah ke
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Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah.

(3) Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) merupakan rekening bank pada yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah kabupaten Barito Timur;

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 6O% {enam puluh

persen); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4Oo/o {empat puluh

perseratus);

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati
menerima :

a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun
Anggaran 2Ol7;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2016;

c. Peraturan Desa Tentang Penetapan APBDesa Tahun
Anggaran 2OL7;

d. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun
Anggaran 2O16;

e. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2017;

f. Dokumen perrnohonan penyaluran DD tahap I tersebut
harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat) dandisampaikan
kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur paling
la:mbat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati
menerima :

a. Srrrat permohonan penyaluran DD Tahap II Tahun
Anggaran 2AL7;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
DesaTahap I Tahun Anggaran 2Ol7;

c. Laporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2017, paling sedikit 50% dari dana yang telah
disalurkan;

d. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun
Anggaran 2At7;

e. Dokumen perrnohonan penyaluran DD tahap II tersebut
harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat) dan disampaikan
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kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaarl
Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur paling
tambat minggu kedua bulan Juli.

Format petunjuk penyaluran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
anggaran dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2017.

APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (3)

merupakan APBDes yang disusun dengan menggunakan
aplikasi SISKEUDES.

BAB IV
PEtrGGT'NAAIT DAITA DESA

Pasal 11

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi 2Oo/o untuk
Pemberdaya€rn Masyarakat dan 8O% untuk Pembangunan
di Desa dan berpedoman dengan Permendesa Nomor 22
Tahun 2OL6 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2OLT

Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Bagian Kesahr
Bidang Pembanguaan Desa

Pasal 12

(U Belanja dana desa untuk pembangunan, ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa
sebogai berikut :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasara.na dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:
1. Lingkunga.n pemukiman;
2. Transportasi;
3. Energi; dan
4. Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

(3)

(4)

(1)

(2)
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1. Kesehatan masyarakat; dan
2. Pendidikan dan kebudayaan.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk

ketahanan pangan;

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produlrtif yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran; dan

3. Usatra ekonomi berskala produktif lainnya yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. Penanganan benca:ra alam;
3. Penangan€rn kejadian luar biasa lainnya; dan
4. Pelestarian lingkungan hidup.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaa.n sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Bidaag Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

(U Belanja dana desa untuk Pemberdaya€rn Masyarakat
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk
mening!<atkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya
sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara
mandiri.

(21 Belanja dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga
atau masyarakat desa dalam pengembEmgan wira usaha,
peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi
individu warga atau kelompok masyarakat dan desa,
dengan jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

c.

d.

e.
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perencana€ur, pelaksa.naan dan pengawasan
pembangunan Desa;
Pengembangan kapasita-s masyarakat Desa;
Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
Pengembangan sistem informasi Desa;
Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar
di bidang pendidikan, kesehatan,pemberdayaan
perempuan dan anak, sertapemberdayaan masyarakat
marginal dananggota masyarakat Desa
penyandangdisabilitas;
Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarianlingkungan
hidup;
Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencanaalam,
penanganan bencana alam sertapenanganan kejadian
luar biasa lainnya;
Dukungan permodalan dan pengelolaan usahaekonomi
produktif yang dikelola oleh BUMDesadan/atau
BUMDesa Bersama;
Dukungan pengelolaan usaha ekonomi olehkelompok
masyarakat, koperasi dan/ataulembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;
Pengembangan kedasama antar Desa dankedasarna
Desa dengan pihak ketiga.
Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desalainnya
yang sesuai dengan analisa kebutuhanDesa dan
ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

(1) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan yaitu dalam masa I (satu)

tahun anggar€rn mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

(2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :

a. PerencErnauur;

b. Pelaksanaan;

c. Penatausahaan;

d. Pelaporan; dan
e. Pertanggungiawaban

(3) Penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (21 huruf cdilakukandengan menggunakan aplikasi
SISKEUDeS.

Pasal 15

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan satr.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran

b.
c.
d.
e.

ob'

h.

i.

J.

k.
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material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa

tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pqiak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wqiib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutrrya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sebagai bukti
pengeluaran atas belanja Dana Desa Tahap I dan Tahap II
disampaikan Kepada Bupati Barito TimurUp. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Barito Timur paling lambat 10 Januari 2018.

BAB V
PELITP'ORAN

Pasal 16

Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
disampaikan oleh Bupati Barito Timur melalui DPMD dan
BPKAD Kabupaten Barito Timur kepada Menteri Keuangan
c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 17

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
berdasarkan tahapan penyaluran dan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun

anggaran berjalan; dan

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan desember
tahun anggaran berjalan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

(1) Bupati Barito Timur menunda penyaluran Dana Desa
dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan PasallT;

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
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sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I
tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di
RKD menjadi paling tinggi sebesar 3oolo (tiga puluh persen)
dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggarErn berjalan Sisa
Dana Desa di RKD tahun angg€rran sebelumnya masih
lebih besar dari 3Oo/o (tiga puluh persen), penyaluran Dana
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa
tahap II.

(6) Bupati Barito Timur mengurangi penyaluran dana desa
dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan Sisa Dana Desayangtldak wajar.

(7) Sisa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 3oo/o

(tiga puluh per seratus) dari dana desa yang diterima Desa.

(8)APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat {1) merupakan
APBDes yang disusun dengan pada aplikasi SISKEUDES.

Pasal L9

(l)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam ha1 :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(U huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2)Datam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai
dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana
Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa
Dana Desa di RKUD.

(3)Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang
bersanglnrtan mengenai Dana Desa yang dihrnda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21
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selambat-Iambatnya akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMBIITAAIT DAN PENGAWASAIT

Pasal2O

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan fungsi
pembinaan, monitoring, penga\Masan dan evaluasi
terhadappenggunaan Dana Desa sejak proses
perencanaan,pelaksan€an, pertanggungiawaban dan
pemanfaatanya.

Pasal 2 1

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan
pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan
kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah
kabupaten yang utama adalah melakukan sosialisasi
kebljakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta
pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara
umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait
hal tersebut.

(3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan,serta
pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten sebagaimana
dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuaimekanisme
penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD
I(abupa.ten Barito Timur.

PasaJ22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana
DesaKabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2Ot6,
dinyatakan di cabut dan tidak berlalm

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Barito Timur ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.
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Ditetapkan di Barito Timur
pada tarrggal *re A??tL 2OLZ

BT'PATI BARITO TTMUR,

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 2C /4PRIL 2OL7

STIIRBTARIS DATRAII
KABUPATEIT BARITO TIMUR,

%
t

ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR...7



TAMP|RAN I pER4TrlsAr, tsuPATt 64F|IO TTMUR
NoMoR:?fAHUN&ol?
TANGGAL | 2b Ar8iIL adt
rENrAr{GrtArA cfn.a p:r,JvlbMtAtc? pENEIApAp BtfJclAnr gA}J PesibGuoAAN 9AM DESA FAeil?ATtsp BABlro rtMuR tAHuD A$FhAPArJ 3o1T

RINCIAN DANA DESA SE.KABUPATEN BARITO TIMUR TAHIJN ANGGARAN 20X7

A,lokasi Berdasarkan Form(la

Paru Dana Desa

No Nama Desa A16kasl Dasar

lumlah I .tumlEh Pendrduk Miskin Luas wilayah IKG

Total Bobot

Alokasi

Berdasarkan

Formula
Jumlah

Penduduk

Raiio rumlah
Penduduk

Bobot
,umlah

Pendudul
Rasio Jumlah

Penduduk Miskin
Bobot

Luas

Wilayah

RaJio Luas

Wilayah
Bobot

lnd€ks

Kesulitan

Rasio lndeks

Kesulitan Bobot
Desa

(18). t3) + (17)
{1) (2) (j) {4) (5) (6) (7) (t?) (e) (10) (11) (12) t13) (14) (15)

(16) = {6) +

(9) + (12) +

(1s)
(17)

KECAMATAN DU$UN TIMTIIT
43,322887

30,276074

40,!42224

2s,6s0612

3s,19313s

48,8047

39,153233

37,343833

48,667215

22,041194

)2A.442.OOO 416

606

1301

tSbo

2391

1064

s91

t86
'71'l

qq0l9
o.qq71

-0,!1!?
- q0r99

. -o,o49
!p114

121s365 ll
l8
18

50

28

33

0,01109721 0.00388403 t82,6371

80,1996i

90,43871

45,09409

30,06273

25,Os221

23,248s7

23,29862

28,55959

)6 1A464

0,0496s3448 0,0049651 0,010

781.422.000
2 5!rliAPAI

MAGANI IS

IA,AR

MATABU

,r20.442.000 0,001/ 900s9393s6 o-?91811!
0,00098458

_qg4lqlsq
,0,9?1!.8!lil

_ -0,0122601_lj
0 d08173407

q,0031!05

0,0024s8t
_' _9!S1
_ _qqs2

o nn6

0,002

.s80.454
3

:'20111999,

4S44!p.
/?q442,9q0_
,20.442.0i0

120.442.OO4

_0,0qq18!l

0,0011 0,012 12.s65.253 793.007.000

- 9,o!zia,l
"... 0,!91?qq0l

0,00153172S

0.000817: 0,008 0,00.1, 0,0'13 /8.9s1.011 799.393.000

L73 0,01 0,008 50.844.456 771.286.000
6 D9-lqryG 

.

llPr _.,
KARANG LANGIT

0,0017

0,006314

0,0006321 0.009 0.002, 0,007 40.0s1.128 760.533.000
7

lAq_el

9,0!e-1

0,00s157862 0,0005114 0,009 n nnr6 0,007 44.4t8.474 764.920.000
I

776473 0,011 0,0033 0,012 74.600.569 i9s.043.000
g

n no497811 0.0071 0,00s 0,0015 0,012 7s.545.753 795.988.000

I(ECAMA'IAI{ BINtIA LIMA

4q41q99
11"527.072.000

l?9.11i:!19!
/20.442.000

0,002115203

0,001325384

0,003307195

0,01b3 0,00406187

0,0071 0,001773381

0,0069 ., 9!!1llil1!

4q.111qo,Q

i?s ll2's_oq

-4qjg,9S
/20.442.000

124.442.OOO

720.442.000

724

611

454

51

2!
47

68

10

0,008909034

0.0032822

0,000937793

35,

46,1

50,109397

42,104066

3!,294s28

62,61280s

639,10

54_2a4.9b4

44.998.352

s0.183.964

68.164.435
I1

242888 45,09409

77997)

20,04182

68,67097

s9,1233

o.o9Q9I9€9 15,031

0,o11s4267 _ -19q41

9991989! Io"ozogr

0,000492341 &016i28
1,414637

s1,10664

29,06064

4s,15595

&016728

q,00qllq/-?
0,000492341

2t,

29,06064

ri4!9!1!-_

llANMA!tl.f!
94qox_ -
BAM B,A.N

43,983042

!3,449232

34

55

64

!]
lt

2

Z?9 
j1?.0!!

llq.4g]Iqq
/20.442.000

lqlg _ 0,002982903

0,000327214

o,0722 0,0030384

0,002176555

0,0009290s3

0,0019048s1

0,00142s/

0,0031s5275

44,68L264

33,784444

3/,638423

48,005898

37,067603

44,9s4618

61,2148s1

0,003348097

_1

PIJLAU PADANG

!4!lBll1l.l
RAMANIA--.-

!u19r
AMPARI t]URA

0,007604

31

'24

43

33

3

0,01226011

0,0ql11!9rq

- 0,018670151

0,123s89494

0,001634681

tozj24469

0,0171641ss

0,01226011

9,9921La!-6-?-

.0,09!112t7,

0,01389479;l

-. -o-,0)]4lf-.
-9,-oo:l4Jzl
0,00761169s

0,008718301

-r83,1??.0!q
789.130.000- opiooo:rz

__ _wq{1

0,005314161

r1,00140669

qjq0?q6e!78

0,012660206

___q001l066e
-,_ - q,!sl$!?q

__ qq9its,114

_ !4091108s
0"005157862

--9,9q-o$8ry1

755.368.000

748.s2s.000

7s6-22s-000

_-_ 31111-1999
765.578-000

717.72A.OOO

755.07s.000

,r.610ooo
772.454.000

765.164.000

4q4l!-q,q
z?q142!qq

_ l?0.14-1!90
720.442.000

4q.Y2!9o
7?!.11L0!0-

_49{12.0!9

_ .l?9,112.!qp
12A-442-OOO

40.11?lgq
7 204.420.000 0,024175B31

0,001695842

3,0tr91



No Nama t esa Alokasi Dasal

Alokasi Formula

Pacu Dana DesaJumlah Penduduk ,umlah Penduduk Miskin Luas wilayah IKG

Totel Bobot
Alokasi

gerdasarkan

Formula
Jumlah

Penduduk

Rasio Jumlah

Penduduk
Bobot

Jumlah

Penduduk
Rasio Jumlah

Penduduk Miskin
Bobot

l"uas

Wilayah

Raiio Luas

Wilayah
Bobot

lndeks

l(esulitan

Rasio lndeks

Kesulitan Bobot
Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (B) (e) (10) (11) (121 (13) (14) (1s)

(t5) = (6) +

(9) + {12) +

(1s)

(1/) (18)= {3) + (1/)

I(ECAMATAN AWANG

1 20.442.000 1

q

4

6

3

0,0084 100sqs

6

65
45

16

51

14

32

38

0,008909034 0,003118152 2L,04391

22,046

23,04809

23,04809

74,A252t

14,s3032

41,08573

10,02091

10,0209r

10,02091

14,s3032

0,00572138: 0.mo572 45,704703

42,A91426

42,7397X9

44,835404

58,541537

s8,89826s

41,455521

51,207853

41,042248

s2,816906

65.374753

onlr o no11 0,009 sj!ryJlL 774.8s3.000

2 BANGKIRAYEN 120.442.ON o,oo76 0,00093779: 0,00q1?q22! n noqqqlR? 0,0005994 0,0L0 0,0029 0,006 34.867.5s4

3 0.002! 0,012

4 TANCKAN- - 120.442.OOO 0.0061 0,001s30892 0,007033448 o,oa246r7a7 0.006266279 0,0006266 0,010 0,0031 0.008 46.905.375 76t.34 t.OOO

5 NANA(AN 120.442.OO0 0,00s1 0,001265031 0,002s00781 0,000875274 0,0038142s6 0.o001814 0,013 o,004

- 
9,-o!Z 39'8!1,9!! 760.294.000

720.442.000 0.00s0 0,001 0,000312s98 0,0oo109409 0.0039s048 0,00039r 0,013 o 001 0.006 35.30&597

7 20.442.000 0,0073 o.oo19'tL14t 0,002789934 o 01117032 0,0011u
o,@a2t24

0,011 0.003: 0,009 s4,78e.6f!!l 77s.232"000

8 BIWAN 720.442.000 0,0039 0,00218818r 0,00076s864 0,q174!q 0,013 0,003{ 0,t,o6 36.253.167

9 20.442.000 0,00s8 o,oo5o01563 0,001750547 0,002724469 o,fro2724 0,011 0.003i 0,00 1!!Q,7.9!. /b1.J4v.UUU

10 DANAU 120.442.OOO o-oo46 0,001 0,00s939Js6 opo2q787!! 0,094]!!9e o,ooa2124 0,012 0,003( 0.007 43.4s2.695

77 0,0029 0,008

7.924.862.000 6. 366 o,057205377 0,020021882 203,42 0,05s306721 o msa?n7 o,129 0,038t 0,083 s06,835,322 8.431.699.000

1 SAING 20.442.000 0,0091 t1 158

54!
191

199

0.02469s21 0,00864332( 29,05064

24,3s081

7,014631

10,02091

105,2196

25.15374

n_00790096 9,!SSZ9S1
0,000662

26,120923

36,867289

44,520558

19,1494s3

33,764441

th { i2:,':

noa 0,01.4 __8t-1j!2 802.936.00,0.

-12p.442.O4o
720J12.oqq
-120.442.OOO

1658
qao

2072

__ _. 0,919!

,- i49ss_
0,0048i31 0,084557574 0.02959518( 0.00662046 0,008 0,002! 0,038 229.s53.559

3 7 0,0298s307! 0,010448s7t 28 0,0q!1992
o,ooo2124

0,003 0,01s c3 qq7.983 81.4.400.000

4 I PUTAI

il NLTAMeTN

0,0060s34 0,031 0,01088621.r 24 o.002 0,020 121.s38.309
n,nnlQnnol 0 007033448 0,002467101 0.m28607 0,011 6S.1aO-52'l 190.1

u,LxJu aaal!l no17 14 748.257 794.790.000

PEMATANG KARAU

MU,ARA PLANTAU

0,02579437

0,0035s8449

0,001925

_.{UPANG UEFt!il1

IUYAU

72!.44?,ooq
't 20.442.OOO

120.442.000
120.442.OO0

120.442.OO0

120.442.OO0

1)o.442.OOO

120.442.OOO

lf05
L218

LI27
1 /16

405

682

269

a31
'ta

NAGALLAI.I

LAMPEONG

BARARAWA

T]AMBULUNG

T ulllrr 
ry. 

e !-L*v 116__._,.,_. _*.
SUMBER RE]O

MURU DUYUNG

49!4@_
720.442.000

- 
- ,l?944-2,oqq

120.442.OOO

- 
l?!.112.!@-
120.442.OO0

KECAMATAN

MURUTU\A/U

B4lllyA _
qL]!41u
SIONG

4q.44.0qq.
12A.442.A0A

120-442.O00

120.442.OOO

120.442.OOO

112,

43,08991

s2,10873

42,O8782

21,04391

42,Ct8182

!414

_ __ !p211

_ _. 0,0031

0,0098

0,0011715

41.97\.747

s6,843713

43,382823

4s,993026

43,733823

s2,818394

40,042191

47,8175s4

67,940729

45.7.17.930

0,000663



l^t-<i R6ria.irL

PaBu Dana Des Per
Desa

{18)= (3) + {17)

No

(1)

Nama Desa Alokesi Dasar
Jumlah

Penduduk

Penduduk Miskin Luai WilaYah IKG

Total Bobot

Alokasi

Eerdasarkan

FormulaRasio Iumlah
Penduduk

Bobot
lumlah

Penduduk
Rasio Jumlah

Penduduk Miskin
Bobot

Luas

Wilayah

Ragio Luas

Wilayah
Bobot

lndsks

Kesulitan

Rasio lndeks
(esulit n Bobot

(2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (e) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) = (6) +

(9) + (12) +

(1s)

(17)

-0p07
vllr 0,002; 0,010[Eq4!14]4!! BAEEN 94r94t!

1165

10s4

1319

590

158

664

€'47

1146

- 
619-Er4q /81.3!7.q011-

763.7s1.000_-!g1i_6
_- 0,012-3.

- --..093
0,0154

z!
77

26

50

61

42

43
q1

__0,010940919

, ,0.0!l?q4zq
0,011097218

,2,1028s4

27,638393

38,44545

29,678892
30,75t321

46,289s01

46,132988

42,242752

37,eJl!38

1 PURI
0,003079314 4!4iq4ql

0.003884026

36,Ot521

21,99s9
22.s1698

0,006 qlqt!
0,0021

0,00/ 43.308.512

2 4q.13?'ogq

_/20.442.00q

, _ t?s.i11!9C-
__14 jq-M

120.442.0OO

0,00s980209 0,000598 0,009 0,009 5r.483.429 llJj2j.0\o-
_f991,1C!S9-
, l99le!!q0,

777.0ss.0!9_"

169!qq.00q

,ls,{92.q9-q

l BATUAH
0,003853s25 42231.5 0,006121882 0.m06122 0.007 0,004

4 UNSUM
0,0021352 38.07945

8.s47836

0,0103s2982 0,001035 0,007 qpgl 0,008

5

_-_9!q89
___ __0,09.79

-_9q02?1151r
0.010472023 n.00366s208 n no232397 n mn)1r, 0.011 0.0032 0,009

6 LU-E_4I! 4rv!l
9,q0!g.64s!1

0,0057208s

8,116937

9,018819
16 98544

0.00220682 0,m0220 0,011 qqofr
0,002!

0,002(

0,008
1

144i1.w
_ 4qlgqo!

- - 94!3'9]8.!qS

0.001890243 0,0023s2298 g,@?45nLi 0.000245: 0,019-

0,009

0,0_u

o 01?
_ 45!0_19.739

- -la11e.olq

rroq=__94113
0,01s160988 0,00s306346 0,0046t1911 0,m04618

-- -!.t?L
0.023763892 487 0,076117537 0,026641138 186,39 0,05067s12: 0,00s0675 331,80 0,078

zao.=rzzooo

. __ -,!pq37q4q:,_ ,!4qe49i
84

111

71

1

29

5

3

tx
__ __,0,q13129103

___0.9774e-14
___o,qq?gsl!q

0,qllqeiqz
0,004532666

_ " 0,!q1!9!1!t
0,0050/221

25,Os221

40,08364

29,06064

2s,Q5221

28,0s8s5
7,01,4637

0,0lqq1lq: 0,000681 0,001 0,011

I AIV]PA 4S41.0q0'.

811

111

481

.. 0,011
44,165298

35,76312

24,511194

s1,07345s
46,918/96

48,99!578
ll arol!€

nnln 0,00! 0,01s 90.297.246 810.739.000

KATAMUS 720.442.000

_-_ 0,0070

0,009s

0.00790096 0,000/901 0,008 0,0025

0.0017

0,006 36.107-002 i56.s49.000

3 SIMPANG BANGKUANG

_ , !,0!146e377 00681 0.0006811 o,006 0,00s 37..779 /5I.bZf.UUU_

A 720.442.000
0.001s86433 0,00762851: 0,0007629 0,012 0.003: q/Dq

0.00s5 RUNGGU RAYA -- 4q.11?qqq
120.442.000

31.01s.68s _-751.458.000_
746.2s0.0000,00s6 73s23 o 001907128 0,0032

6 | BANTA',NAPU

1 I TARINSING
0,000468897 114 8,0 0,000218 0,0r 0,003r 0,004

/ /u,44z.ole o nn4 0,007 44,498.8s3 i64.941"000

720,442.000
47

s6,237679

38,032111

52,93242r

PANGK-AN

KUPANG BARU

14.4!2.ooo
lao-442.0oO

9,018819
8,016728

272,57LUAU ]AWUK

KECATyA JAN K4BrusEN rilNANG

s4IU_- _ 1583

1363

504

0,004524814

0,0015425

0,0016711

__.- 0,00092_6132

0,01482

st2
3

k)
(d)

k)
(f)

TAMIANG IJAYANG, IITE A??TV ZOTI

46.Jr6.5t)

- zq.44.0qq
8.645.304.000

120.442.OO4

720.442.000

12A.442.OOO

120.442.400

720.442.000

23,4t9131

42,160224

64,9311^42

35,875171

41,693008

Kontrol Pen(hitunsan

Pagu Dana Desa KabuPaten Barito

timur
78.139.684.000

Pasu Alokasi Dasar (90%) 72.0/r4,200,000

Paorr Racian Formula (100z6l

tumlah Desa 100
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Lampiran II
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Bupati Baito Timur
1 Tatun 2017
2b AP"|L 2017
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGGUNAAN DANA DESA (DD) KABUPATEN BARITCI TIMUR
TAHUN 2017.

PEDOMATIT UMT'M
PRIORITAS PENGGUNAAIT DANA DESA TAIIUN 2Ot7

I. LATAR BET"AKAITG

Hadirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2al4 tentang Desa

{selanjutnya disebut Undang-Undang Desa} memberi angin segar bagr

pemerintah desa dimana didalam undang-undang desa tersebut menyebutkan

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurLls urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa

Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum
menjadikan Desa memiliki hak dan kewa3iban terhadap aset/sumberdaya
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagran pendapatan

Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan

Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, Undang-Undang

Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur

danmengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud nrenggambarkan

Desa sebagai unit pemerintahan Kewenangan Desa diatur berdasarkan

aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggr daripada Peraturan Desa. Berjalannya penggabungan fungsi

Desa sebagai subyek hukum danDesa sebagai unit pemerintahan dapat

ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam PasaI 5 dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa

Desa berkedudukan di wilayah KabupatenlKota.Pengaturan Pasal 5 dalam

Undang-Undang Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas

yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu
sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena

Desa sejatinya komunitasyang unik/khas.
Desa dimandatkan oleh Undang-undang Desa untuk dikelola secara

demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan
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anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungiawab dalam mengelola
pernerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa
sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagr Kepala Desa dalam
mengatur dan mengurus urus€rn pemerintahan dan urus€Ln masyarakat.

Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di
Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang

diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh

Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan

demikian, Undang-undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi
perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan
anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan
dengan penyelenggara€m musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata

Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi

manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPDdan seluruh
masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang

Demokratis.Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2Ol7
sebagai ped.oman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timurdan Desa untuk
mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan

Tata Kelola Desa yang Demokratis.

II. PEIVEIAPAIY PEilGGT'IIAAIT

Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa Pemerintah Desa

menJrusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.Perencanaan

Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Keda Pernerintah Desa

(RKP Desa).Kedua dokumen perencanaai Desa dimaksud ditetapkan dengan

Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perenca.naan di Desa.RPJM Desa dan
RKP Desa merupakan pedoman dalam pen1rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa).Dana Desa merupakan salah satu sumber
pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan

Dana Desa merupakan bagran dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai
dari penyusullEtn RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Kegiatan-kegiatan yang

dibiayai Dana Desa harus rnenjadi foagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB

Desa. Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenarlgan Desa yang

pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat

menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal
yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana
Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat
Undang-undang Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.BPD,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa

membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa.Daftar

kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar

oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan

Desa melalui Peraturan Desa.

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana
Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan

BPD.BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan
Musyawarah Desa tentang penggunaarl Dana Desa untuk menjadi dasar

dalam pen5rusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa

tentang APBDesa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam

pen]rusunan Peraturan Desa.Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan

Desa tentang APBDesa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum
dan dengan mentaati peraturan hukum yang tebih tinggr. Karenanya,

pengaturan pengguna€rn Dana Desa di dalam RKPDesa dan APBDesa yang

bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr wajib dibatalkan oleh bupati.
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III. URUSAIT DAIT KEGIATAil YAIIG DIPRIORITASKAN

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada

urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal

berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Penggunaan Dana Desa telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr dari Peraturan

Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peratur€rn pemerintah

dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunarr, pemberdayaan masyarakat,

dan kemasyarakatan. Pasal L9 ayat (21 mengatur bahwa Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana

Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa yang dimandatkan Undang Undang Desa.

A* KEGIATAIT PRIORITAS BIDAI{G PEIBBAITGUITAIT DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan tujuan pembanglrnan Desa

adalahmeningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusiaserta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan

pembangunan Desa yang dapatdibiayai Dana Desa adalah sebagai

berikut:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana Desa seperti :

a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir
miskin;

2) Selokan;

3) Tempat pembuangan sampah;

4) Gerobak sampah;

5) Kendaraan pengangkut sampah;

6) Mesin pengolah sampah; dan
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7) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana transportasi, antara lain:

1) Tambatan perahu;

2) Jalan pemukiman;

3) Jalan poros Desa;

a) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

5) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

6) Jembatan Desa;

7) Gorong-gorong;

8) Terminal Desa; dan

9) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sar€rna dan prasarana energi, antara lain:

1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2) Pembangkit listrik tenaga diesel;

3) Pembangkit listrik tenaga matahari;

4) Instalasi biogas;

5) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan

6) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1) Jaringan internet untuk warga Desa;

2) Website Desa;

3) Peralatan pengeras suara floudspeakefi;
4) Telepon umum;

5) Radio Single Sid.e Band (SSB); dan

6) Sarana pras€rrana komunikasi lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.
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2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1) Air bersih berskala Desa;

2l Sanitasi lingkungan;

3) Jambanisasi;

4l Mandi, cuci, kakus (MCK);

5) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

6) Alat bantu penyandang disabilitas;

7l Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

8) Balai pengobatan;

9) Posyandu; dan

1O) Sarana prasaralla kesehatan lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengemb€Lngan dan pemeliharaan

sararla prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

U Taman bacaan masyarakat;

2l Bangunan PAUD;

3) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

4l Wahana permainan anak di PAUD;

5) Taman belajar keagamaan;

6) Bangunan perpustakaan Desa;

7l Buku/bahan bacaan;

8) Balai pelatihan/kegiatan belqiar masyarakat;

i) Sanggar seni;

9l Film dokumenter;

1O) Peralatan kesenian; dan

11) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangullan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana usaha ekonomi Desa.

a. Pengadaan, pembangllnan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasara.na produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
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1) Bendungan berskala kecil;

2'l Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem

pengairan;

3) Irigasi Desa;

4l Percetakan lahan pertanian;

5l Kolam ikan;

6l Kapal penangkap ikan;

7t Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

8) Tambak garam;

9) Kandang ternak;

1O) Mesin pakan ternak;

11) Gudang penyimpa-nan sarana produksi pertanian (saprotan);

12) Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jernur gabah,

jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

2', Lumbung Desa;

3) Gudang pendingin (uld starogel; dan

4l Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya

yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

U Mesin jahit;

2l Peralatan bengkel kendaraan bermotor;

3) Mesin bubut untuk mebeler; dan

4l Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sararla

dan prasarana pemasar€ln yang difokuskan pada kebijakan satu

Desa satu produk unggula:r, antara lain:

c.

d.
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1) Pasar Desa;

2l Pasar sa5rur;

3) Pasar hewan;

4l Tempat pelelangan ikan;

5) Toko online;

6) Gudang barang; dan

7l Sarana dan prasarana pernasaran lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

1) Pondok wisata;

2l Panggung hiburan;

3) Kios cenderamata;

4l Kios warung makan;

5) Wahana permainan anak;

6) Wahana permainan outbourtd;

7l Taman rekreasi;

8) Tempat penjualan tiket;

9) Rumah penginapan;

10) Angkutan wisata; dan

11) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.

f. Pengadaan, pembangunall, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan

ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk

unggulan, antara lain:

1) Penggilingan padi;

2l Peraut kelapa;

3) Penepung biji-bijian;

4l Pencacah pakan ternak;

5) Sangrai kopi;

6) Pemotong/pengiris buah dan sa5ruran;

7l Pompa air;

8) Traktor mini; dan
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9) Sarana dan prasar€rna lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. Pembuatanterasedrg;

b. Kolam untuk mata air;

c. Plesengan sungai;

d. Pencegahan abrasi pantai; dan

e. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya

yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian

luar biasa lainnya yang meliputi:

a. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

b. Pembangunan gedung pengungsian;

c. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

d. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang

terkeaa

e. Bencana alam; dan

f. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya

sesuai

g. Dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan

dalam

h. Musyawarah Desa.

I{JqGIATAT PRIORITAS BIDAffG PEtrBSru}AYAAIT ffiASYARAKAT

DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan

masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam

melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola

Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat,

serta kesatuan tata ekonomi danlingkungan. Pemberdayaan Masyarakat

Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

5.
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pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara

lain:

1) Penyediaan air bersih;

2) Pelayanan kesehatan lingkungan;

3) Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan grzi bagr balita

dan anak sekolah;

4) Pengelolaan balai pengobatan Desa;

5) Perawatan kesehatan untuk ibu harnil dan men5rusui;

6) Pengobatan untuk lansia;

7) Fasilitasi keluarga berencana;

8) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

9) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

antara lain:

1) Bantuan insentif guru PAUD;

2l Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

3) Penyelenggaraan pelatihan kerja;

4) Penyelengaraan kursus seni budaya;

5) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

6) Pelatihan pembuatan lilm dokumenter; dan

7l Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

2l Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.
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b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

U Pengelolaan terminal Desa;

2l Pengelolaan tambatan perahu; dan

3) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

2l Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

4l Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

d. Pengelolaan informasi daa komunikasi, antara lain:

U Sistem informasi Desa;

2) Koran Desa;

3) Website Desa;

4l Radio komunitas; dan

5) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi

a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa

satu produk unggulan, antara lain:

U Pembibitan tanaman pangan;

2l Pembibitan tanaman keras;

3) Pengadaan pupuk;

4l Pembenihan ikan air tawar;

5) Pengelolaan usaha hutan desa;

6) Pengelolaan usaha hutan sosial;

7l Pengadaan bibit/induk ternak;

8) Inseminasi buatan;

9) Pengadaan pakan ternak; dan
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1O) Sarana dan prasarerna produksi pertanian lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.

b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Tepung tapioka;

2l Kerupuk;

3) Keripik jamur;

4l Keripikjagung;

5) Ikan asin;

6) Abon sapi;

7\ Susu sapi;

8) Kopi;

9) Coklat;

1O) Karet; dan

11) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Meubelair kayu dan rotan,

2l Alat-alat rumah tangga,

3) Pakaian jadi/konveksi

4) Kerajinan tangan;

5) Kain tenun;

6) Kain batik;

7l Bengkel kendaraan bermotor;

8) Pedagang di pasar;

9) Pedagang pengepul; dan

1O) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

d. Pendirian dan pengembangan BUMDesa danlatau BUMDesa

Bersama, antara lain:

1) Pendirian bumdesa dan/atau bumdesa Bersama;

2l Penyertaan modal bumdesa dan/atau bumdesa Bersama; dan
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3) Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau bumdesa

Bersama.

Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,

antara lain:

U Pengelolaan hutan Desa;

2l Industri air minum;

3) Industri pariwisata desa;

4l Industri pengolahan ikan; dan

5) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam rnusyawarah

Desa.

Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara

lain:

U Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

2l Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

3) Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

4t Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pembentukan dan pengemb€rngan usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa

sah.r produk unggulan, antara lain:

1) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

2l Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
usaha ekonomi masyarakat; dan

3) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

untuk kemqiuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Sosialisasi TTG;

2l Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar

Desa

t

ob'

h.
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3) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan

sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi

dan komunikasi serta pengembanga.n jasa dan industri kecil;
4l Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain:

U Penyediaan informasi harga/pasar;

2l Parneran hasil usaha bum desa, usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasi;

3) Kerjasama perdagangan antar desa;

4l Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

5) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi

bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

alam;

c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;

dan

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. Pembibitan pohon langka;

b. Reboisasi;

c. Rehabilitasi lahan gambut;

d. Pembersihan daerah aliran sungai;

e. Pemeliharaan hutan bakau;

f. Perlindungan terumbu karangi dan

g. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalarn rnusyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa

yang demokratis melalui :
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a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,

antara lain:

1) Pengembangan sistem informasi Desa;

2l Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan

sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1) Pen5rusunan arah pengembangan Desa;

2l Penlrusunan rancangan programlkegiatan pembangunan Desa

yang berkelanjutan; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Men5rusun perenc€Lnaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

1) Pendataan potensi dan aset Desa;

2l Pen5rusunan profil Desaldata Desa;

3) Pen5rusunan peta aset Desa; dan

4l Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,

dan kelompok marginal, antara lain:

1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;

2l Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

3) Pen5rusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak, dan kelompok marginal;

4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,

antara lain:

1) Pengembangan sistern administrasi keuangan dan aset Desa

berbasis data digital;
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2l Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka

untuk publik;

3) Pengembangan sistem informasi Desa; dan

4l Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga

adat, antara lain:

U Pengembangarl lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau

lernbaga adat;

2l Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau

lembaga adat; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-

hal strategrs yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

2) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan,

antara lain:

U Pelatihankepemimpinan;

2l Pembentukan kader pemberdayaarl masyarakat Desa;

3) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber

daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangarl Lumbung

Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu

produk unggulan, antara lain:

1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri

kecil dan perdagangan

2l Pelatihan teknologi tepat guna;

3) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;

4l Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa, antara

lain:
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a) Warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;

b) Tenaga kerja usia produktif;

c) Kelompok usaha ekonomi produktif;

d) Kelompok perempuan;

e) Kelomp<lk pemuda;

f) Kelompok tani;

g) Kelompok nelayan;

h) Kelompok pengrajin; dan

i) Warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai

kondisi Desa.

5) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembanga.n

dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang

diputuskan dalam musyawarah desa.

Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara

partisipatif oleh masyarakat Desa, altara lain:

1) Pemantauan berbasis komunitas;

2l Audit berbasis komunitas;

3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

4l Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk
penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

5) Penyelenggaraa.n musyawarah Desa untuk
pertanggungiawaban dan serah terima hasil pembangunan

Desa; dan

6) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
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